Community Engagement & Emergence Journal
Volume 7 Nomor 4, Tahun 2026
Halaman : 2952-2975

Peran Mediasi Belanja Modal Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Dalam
Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Transfer (DAU Dan
DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional (PDRB) Pada
Kabupaten/Kota Di Koridor Jalan Tol Trans Sumatra

The Mediating Role Of Road And Bridge Infrastructure Capital Expenditure
In The Relationship Between Regional Own-Source Revenue (PAD) And
Intergovernmental Transfers (DAU And DAK) On Regional Economic
Growth (GRDP) In Regencies/Cities Along The Trans-Sumatra Toll Road
Corridor

Jilan Bahiiroh Mumtaz2, Suyatmin Waskito Adit*
Universitas Muhammadiyah Surakarta2b
bsuy182@ums.ac.id*

Abstract

This study aims to analyze the mediating role of road and bridge infrastructure capital expenditure in the
relationship between Regional Own-Source Revenue (PAD), General Allocation Fund (DAU), and Special
Allocation Fund (DAK) on regional economic growth (GRDP) in regencies/cities along the Trans-Sumatra
Toll Road corridor during 2018-2023. This research employs a quantitative approach using secondary
data obtained from the Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) and Statistics Indonesia. The sample
was selected using purposive sampling. Data analysis was conducted using multiple linear regression
extended into path analysis to examine both direct and indirect effects among variables, with hypothesis
testing at a 5% significance level. The results indicate that PAD and DAU have a positive and significant
effect on capital expenditure, while DAK has no significant effect. On GRDP, PAD and DAK have a positive
and significant effect, whereas DAU and capital expenditure show no significant effect. Furthermore,
capital expenditure is not able to mediate the relationship between PAD, DAU, and DAK on GRDP.
Keywords: Capital Expenditure; DAK; DAU; GRDP; PAD.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi belanja modal infrastruktur jalan dan
jembatan dalam hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana
Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi regional (PDRB) pada kabupaten/kota di
wilayah koridor Jalan Tol Trans Sumatra periode 2018-2023. Penelitian menggunakan pendekatan
kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
(DJPK) dan Badan Pusat Statistik. Sampel ditentukan melalui teknik purposive sampling. Analisis data
dilakukan menggunakan regresi linear berganda yang dikembangkan dalam analisis jalur untuk
menguji pengaruh langsung dan tidak langsung antar variabel, dengan pengujian hipotesis pada tingkat
signifikansi 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan
terhadap belanja modal, sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan. Terhadap PDRB, PAD dan DAK
berpengaruh positif dan signifikan, sementara DAU dan belanja modal tidak berpengaruh signifikan.
Selain itu, belanja modal tidak mampu memediasi hubungan antara PAD, DAU, dan DAK terhadap PDRB.
Kata Kunci: Belanja Modal; DAU; DAK; PAD; PDRB.

1. Pendahuluan

Di Indonesia mulai tahun 2001, kebijakan otonomi daerah telah mengubah
sistem pemerintah dari yang bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi.
Desentralisasi fiskal dapat dipahami sebagai sebuah proses pengalihan wewenang dan
urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Asli et al, 2021).
Pemerintah Indonesia dalam menerapkan desentralisasi didorong dengan momentum
reformasi pasca-krisis mulai berlaku sejak tahun 1997-1998. Secara resmi, struktur
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desentralisasi mulai diberlakukan efektif pada 1 Januari 2002, ditandai dengan
penetapan regulasi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang
bersifat sentralistik. Landasan hukum utama bagi penerapan otonomi daerah serta
desentralisasi keuangan mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Keseimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Nurhemi & R, 2015). Pelaksanaan
desentralisasi fiskal dapat dikenali melalui kekuasaan daerah dalam memperbesar
pemasukan dari retribusi dan pajak lokal, serta pengelolaan asset terpisah sebagai
sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menerima alokasi dana dari pemerintah
pusat dalam bentuk Transfer ke Daerah (TKD) sesuai dengan kebutuhan fiskal daerah
tersebut, tujuan utama dari desentralisasi fiskal menggunakan PAD dan TKD adalah
untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah (Aditya et al,,
2024).

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksaan Pemda,
Pempus akan mentransfer Dana Perimbangan (DAU dan DAK) dan disamping dana
tersebut pemerintah daerah juga memiliki sumber pendapatannya sendiri berupa
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Pujiati, 2018). Keberhasilan desentralisasi dievaluasi
berdasarkan sejauh mana suatu daerah dapat meraih kemandirian dalam urusan
keuangan, yang terlihat dari persentase PAD yang signifikan dibandingkan dengan
total pendapatan.

Prinsip otonomi daerah, yang merupakan manifestasi dari desentralisasi
memberikan deskripsi manajerial yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam
rangka pengelolaan urusan publik dan alokasi sumberdaya fiskal secara mandiri.
Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan ini seringkali dihadapkan pada anomali
fiskal, yakni tingginya ketergantungan daerah terhadap Dana Transfer dari
Pemerintah Pusat. Secara empiris, kondisi ini terefleksi disejumlah wilayah, termasuk
di Sumatra, di mana kinerja keuangan Pemerintah Daerah dinilai suboptimal yang
secara spesifik diindikasikan oleh rasio kemandirian fiskal yang cenderung rendah
(Sumatra et al., 2025).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianggap sebagai indikator untuk mengukur
tingkat kemandirian daerah melalui penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-
sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan
daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku. PAD bersumber dari hasil pajak
daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan pendapatan
asli daerah lain yang sah. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan
cerminan keberhasilan otonomi daerah dalam mengali potensi-potensi daerahnya dan
apabila pencapaian presentasenya melebihi 70% dari total penerimaan PAD dalam
pembiayaan pembangunan daerahnya (Terindeks et al., 2021).

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah komponen pembiayaan yang berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), secara spesifik dialokasikan untuk
memfasilitasi pemerataan kapasitas fiskal antar-Daerah. Tujuannya adalah untuk
mendanai berbagai kebutuhan daerah dalam konteks implementasi desentralisasi.
Secara regulasi, alokasi DAU ditetapkan minimum sebesar 26% dari Pendapatan
Dalam Negri Neto (PDNN) yang telah dianggarkan dalam APBN. Karakteristik utama
DAU adalah sebagai block grant, yang mengimplementasikan otonomi penuh bagi
pemerintah daerah dalam menentukan prioritas dan penggunaannya. Alokasi ini
diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan optimalisasi
pelaksanaan otonomi daerah.
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Dana Alokasi Khusus (DAK) didefinisikan sebagai instrument transfer fiskal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang secara spesifik dialokasikan
untuk daerah tertentu. Tujuan utamanya adalah memberikan dukungan pendanaan
bagi kegiatan khusus yang merupakan kewenangan daerah, sejalan dengan prioritas
pembangunan nasional. Sasaran untama DAK adalah mengurangi beban fiskal yang
ditanggung oleh pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan, pemanfaatan DAK
secara eksplisit diarahkan pada aktivitas investasi, meliputi pembangunan,
pengadaan. Peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik
yang memiliki usia ekonomis Panjang (Asli et al,, 2021).

Penyaluran Dana Transfer dari pemerintah pusat merupakan mekanisme
intervensi fiskal yang ditujukan untuk memitigasi disparitas fiskal horizontal antara
daerah serta menjamin kesiapan fiskal yang memadai bagi setiap entitas daerah dalam
mengimplementasikan otonomi. Meskipun demikian, dalam rentang waktu tertentu
Dana Alokasi Umum (DAU) masih mendominasi struktur pendapatan daerah, dengan
proporsi yang secara konsisten lebih tinggi dibandingkan sumber pendapatan lainnya,
termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi ini mengindikasikan bahwa
ketergantungan daerah terhadap transfer pusat masih menjadi fenomena struktural
dalam kerangka hubungan keuangan pusat ke daerah.

Pembangunan ekonomi regional PDRB secara fundamental di dorong dengan
ketersediaan infrastruktur yang memadai pada suatu daerah, (Pembangunan et al,,
2021). Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
secara fundamental mengamanatkan terwujudnya masyarakat yang adil dan Makmur.
Dalam rangka merealisasikan mandat konstitusional tersebut, Pemerintah Indonesia
berkewajiban melaksanakan pembangunan nasional yang terstruktur, yang secara
empiris memiliki peran instrumental dalam memacu pertumbuhan ekonomi baik
ditingkat nasional maupun regional. Secara spesifik, pengembagan jaringan strategis
seperti jalan tol merupakan bagian integral dari investasi infrastruktur yang memiliki
kapabilitas untuk mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi secara
nasional, sehinggal berkontribusi langsung pada pencapaian kemakmuran Indonesia.

Dalam upaya merealisasikan mandat konstitusional salah satu yang
dilaksanakan oleh pemerintah adalah Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra yang
dibangun dalam rangka mendukung perekonomian nasional melalui Keputusan
Presiden Nomor 100 Tahun 2014 dan telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor
117 Tahun 2015 tentang pedoman Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra dengan
menugaskan PT. Hutama Karya (Perseroan) untuk melaksanakan Pembangunan Jalan
Tol tersebut, dan pembangunan ini termasuk Proyek Strategis Nsional (Saputra,
2024). Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra secara strategis bertujuan untuk
meningkatkan efisiensi mobilitas barang dan jasa serta pergerakan penduduk dipulau
Sumatra. Investasi infrastruktur ini dirancang sebagai katalisator untuk
menggairahkan perekonomian regional pada kabupaten/kota yang berada di koridor
layanan tol.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
mengemukakan bahwa “belanja daerah adalah sebuah kewajiban daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahunan anggaran yang
bersangkutan”. Klasifikasi belanja daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal,
belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja modal mengacu pada pengeluaran
pemerintah daerah untuk pengadaan asset tetap guna menghasilkan manfaat ekonomi
jangka Panjang, dengan meningkatkan investasi dalam belanja modal pemerintah
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daerah diharapkan dapat memperkuat kemampuan layanan dan dorongan partisipasi
aktif masyarakat dalam pembangunan daerah (Meriana & Subagio, 2025). Belanja
modal infrastruktur merupakan instrumen strategis yang krusial dalam portofolio
belanja daerah. Jenis pengeluaran ini secara eksplisit bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan public karena menghasilkan efek penggandaan ekonomi (multiplier
effect) yang signifikan dan memberikan manfaat sosial-ekonomi yang bersifat jangka
Panjang. Kontras dengan belanja operasional (belanja pegawai), belanja modal
cenderung lebih efektif dalam menstimulus pertumbuhan dan pembangunan daerabh,
menjadikan prioritas dalam kerangka desentralisasi fiscal (Aditya et al, 2024).
Infrastruktur dalam penelitian ini terkait infrastruktur jalan dan jembatan, yang
dimana merupakan sarana transformasi yang berguna dalam mendukung
pembangunan ekonomi dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, dan Dana
Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap PDRB, namun Dana Alokasi Khusus tidak
berpengaruh positif (Devi et al., 2024). Studi terdahulu juga sudah mengidentifikasi
bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di
Kabupaten atau kota Provinsi Banten, DI Yogyakarta dan Jawa Tengah (Terhadap &
Ekonomi, 2024). Pada penelitian Pad et al., (2015), hasil pengujian path analysis
bahwa Belanja Modal dapat menjadi variabel mediasi antara Pendapatan Asli Daerah
dan Pertumbuhan ekonomi.

Berbeda dengan penelitian Provinsi et al,, (2021) , bahwa Dana Alokasi Umum
dan Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, yang
berpengaruh positif hanya Pendapatan Asli Daerah. Beberapa penelitian telah
membuktikan bahwa PAD, Dana transfer dan Belanja Modal berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi. Pada penelitian Uhise et al., (2012), pengaruh DAU secara
tidak lanfsung terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara adalah bersifat
negative, sehingga belanja modal tidak dapat berfungsi secara variabel intervening
antara DAU dan terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Utara.

2. Tinjauan Pustaka
Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan
bernegara dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan
proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokrasi. Desentralisasi dapat di
definisikan sebagai proses di mana entitas administratif perantara dan lokal menerima
sumber daya, wewenang, tanggung jawab , dan kekuasaan dari pemerintah federal
(Informasi et al., 2024). Tujuan dari ini adalah untuk mencapai ketahanan fiskal yang
berkelanjutan dan mendorong aktivitas ekonomi di masyarakat. Dengan kebijakan
desentralisasi fiskal, dapat mencapai pemerataan keuangan di setiap wilayah sesuai
dengan tingkat kewenangan yang diberikan kepada daerah otonom (Pendidikan,
2024). Bentuk aplikasi desentralisasi adalah hak mandiri, kekuasaan dan tanggung
jawab menjadi milik daerah tersebut, baik dalam pelaksanaan kebijakan, perencanaan,
maupun pembiayaan. Dengan adanya desentralisasi, maka daerah memiliki kekuasaan
total terhadap pengelolaan pemerintahan yang mereka jalankan (Pad et al., 2015).

Teori Pertumbuhan Ekonomi Endogen

Teori Pertumbuhan Endogen, yang juga dikenal dengan istilah lebih sederhana
sebagai Teori Pertumbuhan Baru (New Growth Theory). Teori ini berusaha untuk
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mengulas bahwa faktor-faktor pertumbuhan mencakup pengembangan akumulasi
modal secara luas. Dalam konteks ini, artian modal tidak hanya mencakup aspek fisik,
tetapi juga elemen non-fisik berupa pengetahuan dan teknologi (Pad etal., 2015). Pada
Teori pertumbuhan ekonomi endogen menegaskan bahwa perkembangan ekonomi
berasal dari elemen-elemen internal seperti kebijakan pemerintah dan investasi yang
berjangka Panjang. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sari et al, (2024),
mengindikasikan bahwa teori pertumbuhan endogen tetap memiliki relevansi di
kawasan Sumatra, di mana elemen internal memberikan dampak yang signifikan
terhadap kemajuan ekonomi. Hal ini memperkuat bahwa pengeluaran modal untuk
infrastruktur sebagai elemen internal berpeluang besar untuk meningkatkan kinerja
ekonomi dan keuangan daerah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tepat
dijelaskan melalui paradigma pertumbuhan endogen, di mana peran kebijakan dan
akumulasi modal domestik menjadi determinan utama pertumbuhan. Hal ini
menguatkan argumentasi bahwa belanja modal infrastruktur sebagai investasi publik
berpotensi mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan kapasitas fiskal daerah
(Paper, 2018).

Teori Path Analysis

Path analysis merupakan metode untuk menganalisis hubungan sebab akibat
dalam regresi ganda, di mana variabel independen dapat memengaruhi variabel
dependen baik secara langsung maupun tidak langsung (Uhise et al., 2012). Metode ini
diperkenalkan oleh Wright pada tahun 1934 sebagai pengembangan analisis
hubungan kausal dengan cara menguraikan variabel penyebab serta
menginterpretasikan dampak yang ditimbulkannya. Path analysis didasarkan pada
asumsi bahwa variabel-variabel yang diteliti saling berkaitan dan sebagian besar
dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berdiri sendiri, sehingga memungkinkan peneliti
menguji hubungan kausal tanpa perlu memanipulasi variabel penelitian (Teologi &
Agama, 2025). Dalam konteks mediasi, model ini mengasumsikan bahwa variabel
endogen (Y) dipengaruhi oleh lebih dari satu variabel eksogen (X), di mana salah satu
variabel tersebut berperan sebagai variabel mediasi yang menjembatani pengaruh
tidak langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen.

Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, dan Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah
melalui pemungutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai bentuk pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. PAD digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam sistem desentralisasi. Berdasarkan
Permendagri No. 13 Tahun 2006, PAD terdiri dari empat komponen utama, yaitu pajak
daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, serta hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan (Pendidikan, 2024). Selain itu, PAD merupakan
pendapatan yang dianggarkan dalam APBD dengan dasar hukum yang jelas dan
memiliki tingkat kepastian yang dapat diukur secara rasional (Kota et al., 2019).

Selain PAD, sumber pendanaan daerah juga berasal dari dana transfer yang
merupakan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang
disalurkan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan fungsi
pemerintahan. Dana transfer terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi
Khusus (DAK). DAU merupakan dana yang dialokasikan untuk pemerataan
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kemampuan keuangan antar daerah guna mendukung kebutuhan pelaksanaan
desentralisasi (Rosadian, 2020). Sementara itu, DAK diberikan kepada daerah tertentu
untuk mendanai kegiatan khusus yang menjadi prioritas nasional, seperti
pembangunan infrastruktur dan penyediaan layanan publik, guna mempercepat
pembangunan daerah (Informasi et al., 2024).

Selanjutnya, belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang
digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap yang memiliki manfaat lebih
dari satu tahun anggaran, sehingga dapat meningkatkan kapasitas pelayanan publik
dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Pad et al, 2015). Belanja modal
meliputi beberapa kategori, seperti belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta belanja fisik lainnya. Pengelolaan belanja
modal yang efektif sangat diperlukan karena berperan sebagai investasi jangka
panjang yang mampu meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik
dalam menghadapi tantangan desentralisasi fiskal (Putri, 2024).

Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai yang ditambah dari barang
dan jasa yang dihasilkan melalui semua aktivitas ekonomi di suatu wilayah.
Perhitungan PDRB dapat dilakukan berdasarkan harga yang berlaku dan harga
konstan. PDRB berdasarkan harga yang berlaku merupakan total nilai yang ditambah
dari barang dan jasa yang dihitung pula menggunakan harga yang berlaku pada tahun
yang relevan, sedangkan PDRB dengan harga konstan dihitung memakai harga dari
tahun tertentu yang dijadikan tahun dasar. Pertumbuhan ekonomi juga berfungsi
sebagai indikator kuantitatif yang mencerminkan perkembangan suatu ekonomi
dalam periode tertentu ketika dibandingkan dengan periode sebelumnya (Pad et al,,
2015).

Pengembangan Hipotesis
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap alokasi belanja modal

Pendapatan Asli Daerah adalah tolak ukur utama dari kapasitas keuangan suatu
daerah yang berasal dari potensi ekonomi setempat, di antaranya pajak daerah,
retribusi dan hasil pengelolaan asset daerah yang dipisahkan. Semakin tinggi PAD
suatu daerah, semakin besar pula kemampuan fiscal pemerintah daerah untuk
menetapkan prioritas dalam anggaran pembangunan. Dalam kerangka otonomi
daerah, PAD memberikan keluwesan bagi pemerintah daerah untuk membiayai
pengeluaran modal yang bersifat produktif, seperti pembangunan infrastruktur jalan
dan jembatan tanpa terlalu bergantung pada dana yang ditransfer dari pemerintah
pusat.

Menurut penelitian Susanto et al, (2025) dan Prayoga & Pratama, (2025),
menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal. Manik et al,,
(2025), menyatakan bahwa PAD berfungsi sebagai indikator utama kapasitas fiscal
daerah yang mmapu mendukung pembangunan dan pengembangan infrastruktur.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

Hi: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja
Modal
Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap alokasi belanja modal

Dana Alokasi Umum adalah dana yang ditransfer dari pemerintah pusat ke

pemerintah daerah, dengan tujuan mengurangi perbedaan dalam kapasitas keuangan
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antardaerah serta meningkatkan kemampuan finansial daerah dalam melaksanakan
fungsi pemerintah dan pembangunan. Sesuai dengan teori desentralisasi fiscal, DAU
berfungsi sebagai alat utama dalam mendukung pendanaan untuk pengeluaran
daerah, termasuk pengeluaran untuk investasi. Meskipun DAU berbentuk hibah blok
dan penggunaan dana ini cukup fleksibel, pemerintah daerah sering Kkali
memanfaatkan DAU untuk mendanai proyek pembangunan infrastruktur dasar
sebagai Langkah wuntuk meningkatkan pelayanan public dan mendorong
perekonomian.

Menurut penelitia Kota et al.,, (2019) dan Unud, (2018), menyatakan bahwa DAU
berpengaruh positif terhadap belanja modal pada kota dan kabupaten Bali,
memberikan penjelasan bahwa DAU memiliki keterikatan dengan pembangunan
infrastruktur daerah, karna bantuan berupa DAU dikirimkan dari nasional dan
dipergunakan pemda untuk mendanai program pemerintah. Anandyaswara, (2024),
dalam hal pengalokasian belanja modal tidak terlepas dari DAU, hal ini karena tujuan
dari DAU adalah untuk peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal
Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi belanja modal

Dana Alokasi Khusus adalah sumber dana yang memiliki sifat khusus dan
ditujukan untuk mendukung kegiatan-kegiatan tertentu sesuai dengan prioritas yang
ditetapkan secara nasional, salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur. Berbeda
dengan DAU, DAK secara langsung dituju untuk menutupi biaya modal, termasuk
pembangunan serta peningkatan mutu jalandan jembatan di wilayah tertentu.
karenanya, secara konseptual DAK sangat terkait erat dengan pengeluaran modal
untuk infrastruktur.

Menurut penelitian Pramudya & Abdullah, (2021) dan Pendapatan et al., (2021),
menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap belanja modal. Pelealu et al,,
(2012), menyatakan bahwa DAK merupakan anggran yang memiliki kontribusi besar
terhadap belanja modal Kota Manado. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan
hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

Hs: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap pengalokasian Belanja Modal
Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional (PDRB)

Belanja Modal untuk infrastruktur jalan dan jembatan adalah jenis investasi
public yang memiliki posisi penting dalam memfasilitasi perkembangan ekonomi
didaerah. Infrastruktur transportasi yang baik dapat meningkatkan hubungan antar
wilayah, memperlancar pengirimanbarang dan jasa, menurunkan biaya distribusi,
serta menambabh efisiensi dalam aktivitas ekonomi. Mengacu pada teori pertumbuhan
ekonomi endogen, investasi yang dilakukan pemerintah dalam bentuk infrastruktur
public dianggap sebagai elemen internal yang dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut penelitian Empiris et al., (2021), Savira et al,, (2020) dan Handayani et
al, (2017), menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap
pertumbuhan ekonomi regional, menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk belanja
modal yang dilakukan pemerintah dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi di
daerah tersebut. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis dalam penelitian
ini yaitu :

Has: Belanja Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional
(PDRB)
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Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional
(PDRB)

Pendapatan Asli Daerah tidak hanya menunjukkan kemampuan keuangan
daerah, tetapi juga mencerminkan sejauh mana kegiatan ekonomi berlangsung di area
tersenut. Wilayah yang memiliki PAD tinggi biasanya menunjukkan fondasi ekonomi
yang kokoh, peluang investasi yang baik, dan kegiatan ekonomi yang lebih hidup.
Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan PAD untuk mendukung proyek
pembangunan dan pelayanan public yang pada gilirannya akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi.

Menurut penelitian Utomo et al., (2015), Rajab, (2023) dan Adhim et al., (2024),
menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
regional, pendapatan daerah yang diperuntukkan pada komponen model akan
memberikan pengaruh pada pertumbuhan PDRB. Berdasarkan uraian diatas, maka
rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

Hs: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
regional (PDRB)

Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Regional (PDRB)

Dana transfer dari pememerintah pusat, baik melalui DAU maupun DAK,
berfungsisebagai pendorong keungan bagi ekonomi local. Melalui dana transfer,
pemerintah daerah mendapatkan tambahan dana untuk mendukung pembangunan
dan meningkatkan kualitas layanan public. Meskipun pengaruh dari transfer dana
terhadap pertumbuhan ekonomi sering kali tergantung pada cara pengelolaannya,
berbagai studi menunjukkan bahwa DAU dan DAK berperan dalam meningkatkan
kegiatan ekonomi daerah. Dengan demikian, DAU dan DAK diduga berpengaruh secara
langsung terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Menurut penelitian Sinaga et al., (2020), Murti et al., (2023) dan Bruto et al,,
(2018) menyatakan bahwa DAU dan DAK berpengaruh positif pertumbuhan ekonomi
regional. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini
yaitu :

He: Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi regional (PDRB)

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional
(PDRB) yang dimediasi oleh Belanja Modal

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah memberikan kesempatan kepada pemerintah
untuk memperbesar pengeluaran modal pada infrastruktur yang berdampak
produktif. Pengembangan jalan dan jembatan yang dihasilkan dari pengeluaran modal
tersebut dapat mendorong kegiatan ekonomi dan mempercepat pertumbuhan
ekonomi daerah. Sehingga, pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi tidak
hanya terjadi secara langsung, tetapi juga melalui peningkatan pengeluaran modal
infrastruktur. Dengan demikian, pengeluaran modal untuk infrastruktur jalan dan
jembatan diduga memediasi hubungan antara PAD dan pertumbuhan ekonomi
regional.

Menurut penelitian Ghiffari & Ariani, (2022) dan Utomo et al, (2015),
menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
regional dengan dimediasi oleh belanja modal. Pad et al,, (2015), adanya kebijakan
otonomi daerah bertujuan agar setiap daerah mampu memaksimalkan potensi
daerahnya sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Dalam penyusunan
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APBD pemerintah daerah akan mengalokasikan Belanja Modal disesuaikan dengan
mempertimbangkan jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh. Berdasarkan
uraian diatas, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

H7: Belanja Modal memediasi hubungan antara Pendapatan Asli Daerah
terhadap pertumbuhan ekonomi regional (PDRB)

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional
(PDRB) yang dimediasi oleh Belanja Modal

Dana Alokasi Umum memperkuat kapasitas keuangan daerah sehingga
memungkinkan pemerintah daerah untuk menambah belanja infrastruktur.
Infrastruktur yang dikembangkan melalui belanja modal tersebut memiliki
kemungkinan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan efisiensi
dan konektivitas antar daerah. Dengan demikian, diduga bahwa dampak DAU
terhadap pertumbuhan ekonomi regional tidak hanya terjadi secara langsung, tetapi
juga melalui peran belanja modal infrastruktur sebagai variabel penentu.

Menurut penelitian Maheni et al,, (2021) dan D. I. Provinsi & Selatan, (2017),
menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
regional dengan dimediasi oleh belanja modal. Chandra & Badrudin, (2024),
menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
regional dengan dimediasi oleh belanja modal, GAF dalam belanja modal harus lebih
banyak digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pengembangan atau
peningkatan infrastruktur pendukung. Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan
hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

Hs: Belanja Modal memediasi hubungan antara Dana Alokasi Umum terhadap
pertumbuhan ekonomi regional (PDRB)

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional
(PDRB) yang dimediasi oleh Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus yang ditujukan secara langsung untuk pengembangan
infrastruktur diharapkan dapat memperbesar belanja modal yang produktif di
wilayah. Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan dengan mengunakan
DAK memiliki kemungkinan untuk turut mendorong perkembangan ekonomi melalui
akses dan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, belanja modal untuk infrastruktur
jalan dan jembatan diduga memediasi hubungan antara DAK dan pertumbuhan
ekonomi regional.

Menurut penelitian yudha et al.,, (2020), Utomo et al,, (2015), Pertumbuhan et al,,
(2018), menyatakan bahwa DAK berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi
regional dengan dimediasi oleh belanja modal. Berdasarkan uraian diatas, maka
rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu :

Ho: Belanja Modal memediasi hubungan antara Dana Alokasi Khusus terhadap
pertumbuhan ekonomi regional (PDRB

3. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis
hubungan sebab akibat antara variabel independen dan dependen, dengan tujuan
menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi regional (PDRB) melalui
Belanja Modal sebagai variabel mediasi pada kabupaten/kota di wilayah Koridor Jalan
Tol Trans Sumatra periode 2018-2023. Data yang digunakan merupakan data
sekunder yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran APBD yang dipublikasikan
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oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) serta data PDRB dari Badan
Pusat Statistik. Sampel penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling pada
beberapa kabupaten/kota yang memenuhi kriteria penelitian. Variabel dependen
dalam penelitian ini adalah PDRB, variabel independen terdiri dari PAD, DAU, dan
DAK, serta variabel mediasi adalah Belanja Modal yang mencerminkan investasi
pemerintah daerah dalam infrastruktur. Seluruh variabel ditransformasikan ke dalam
bentuk logaritma natural untuk meningkatkan kualitas data. Metode analisis yang
digunakan meliputi statistik deskriptif dan uji asumsi klasik, serta analisis regresi
linear berganda yang dikembangkan dalam analisis jalur untuk menguji pengaruh
langsung dan tidak langsung antar variabel. Pengujian hipotesis dilakukan melalui uji
simultan (uji F) dan uji parsial (uji t) pada tingkat signifikansi 5%, dilengkapi dengan
koefisien determinasi untuk menilai kemampuan model serta uji mediasi untuk
menguji peran Belanja Modal sebagai variabel perantara (Ghozali, 2021).

4. Hasil Dan Pembahasan
Definisi Objek Penelitian
Pembangunan infrastruktur merupakan elemen penting dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui peningkatan konektivitas dan
kelancaran distribusi barang dan jasa. Dalam konteks ini, pemerintah Indonesia terus
mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra sebagai upaya meningkatkan
aksesibilitas antar wilayah dan mendorong aktivitas ekonomi lokal di sepanjang
koridor tol. Infrastruktur yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan mobilitas
penduduk, memperlancar kegiatan ekonomi, serta mendorong pemerintah daerah
dalam mengelola keuangan dan pembangunan secara lebih optimal. Penelitian ini
berfokus pada 12 kabupaten/kota di wilayah koridor Jalan Tol Trans Sumatra dengan
menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan pemerintah
daerah dan publikasi statistik resmi selama periode 2018-2023. Data tersebut
dianalisis menggunakan metode statistik dengan bantuan perangkat lunak
pengolahan data, sehingga diperoleh total 72 observasi untuk mendukung pencapaian
tujuan penelitian.
Tabel 1. Daftar Sampel Kabupaten/Kota
Nama Kabupaten/Kota
Kabupaten Lampung Selatan
Kabupaten Lampung Timur
Kota Bandar Lampung
Kota Palembang
Kabupaten Banyuasin
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Kota Pekan Baru
Kabupaten Kampar
Kota Dumai
Kota Medan
Kabupaten Deli Serdang
Kota Binjai

Z
=)
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| |o|©|®R N[0 U] [N
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Hasil Uji Statistik Deskriptif
Analisis statistik deskriptif memeberikan ringkasan variabel-variabel tersebut,
seperti yang ditunjukkan pada table dibawabh ini:
Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

PAD_Realisasi 72 91990000000.00 2239620000000. 578778055555.5 523413937840.54
000000 00000000 557000000 266000000

DAU_Realisasi 72 424090000000.0 1690980000000. 989855138888.8 321831478528.45
0000000 00000000 888000000 500000000

DAK_Realisasi 72 4910000000.000 641580000000.0 340233029166.6 131105000656.71
000000 00000000 6660000000 2020000000

Belanja_Modal_Jalan_ 72 102220000000.0 1617540000000. 460362638888.8 295248182014.85
Jembatan 0000000 00000000 888000000 860000000

PDRB_ADHK 72 7709000000000. 1734460000000 5357815277777 42370491872096.
00000000 00.00000000 7.7700000000 23000000000

Valid N (listwise) 72

Sumber : data diolah, 2026

Berdasarkan statistik deskriptif, PAD memiliki nilai minimum sebesar
Rp91.990.000.000 (Kota Binjai, 2021) dan maksimum Rp2.239.620.000.000 (Kota
Medan, 2023) dengan rata-rata Rp578.778.055.555 dan standar deviasi
Rp523.413.937.840. DAU memiliki nilai minimum Rp424.090.000.000 (Kota Dumai,
2020) dan maksimum Rp1.690.980.000.000 (Kota Medan, 2019) dengan rata-rata
Rp989.855.138.888 dan standar deviasi Rp321.831.478.528. DAK menunjukkan nilai
minimum Rp4.910.000.000 (Kota Bandar Lampung, 2018) dan maksimum
Rp641.580.000.000 (Kabupaten Deli Serdang, 2022) dengan rata-rata
Rp340.233.029.166 dan standar deviasi Rp131.105.000.656. Belanja modal memiliki
nilai minimum Rp102.220.000.000 (Kota Binjai, 2020) dan maksimum
Rp1.617.540.000.000 (Kota Medan, 2022) dengan rata-rata Rp460.362.638.888 dan
standar deviasi Rp295.248.182.014. Sementara itu, PDRB memiliki nilai minimum
Rp7.709.000.000.000 (Kota Binjai, 2018) dan maksimum Rp173.446.000.000.000
(Kota Medan, 2023) dengan rata-rata Rp53.578.152.777.777 dan standar deviasi
Rp42.370.491.872.096.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa
nilai signifikansi pada kedua persamaan masing-masing sebesar 0,200 dan 0,198, yang
keduanya lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual pada model
regresi telah terdistribusi secara normal. Selanjutnya, hasil uji multikolinearitas
menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai tolerance di atas 0,10
dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 10, sehingga dapat disimpulkan
bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi.

Selain itu, hasil uji autokorelasi menggunakan Durbin-Watson menunjukkan
bahwa nilai yang diperoleh berada dalam rentang -2 hingga +2, sehingga dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada kedua model regresi. Hasil uji
heteroskedastisitas juga menunjukkan bahwa seluruh variabel independen memiliki
nilai signifikansi di atas 0,05, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Dengan
demikian, secara keseluruhan model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi
asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.
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Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini analisis regresi linier berganda digunakan untuk
menentukan pola hubungan lebih dari satu variabel bebas dengan satu variabel terikat
(Danang : 2012). Pengujian dilakukan menggunakan dua persamaan model regresi
untuk menguji seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi
Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Regional Bruto.

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Persamaan 1

Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -.320 3.452 -.093 926
LN_PAD .353 .062 .513 5.665 .000
LN_DAU 527 .166 317 3.168 .002
LN_DAK 115 .077 125 1.499 .138

Sumber : data diolah, 2026
LN_BM=-00,420+0,353X1+0,527X2+0,115X3+e
Setiap kenaikan 1% PAD meningkatkan belanja modal sebesar 0,353%, DAU
0,527%. DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal
infrasruktur diwilayah penelitian
Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Persamaan 2
Unstandardized  Standardized

Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -1.256 3.008 -418 .678
LN_PAD .683 .066 744 10.372 .000
LN_DAU .289 .155 130 1.862 .067
LN_DAK 156 .068 127 2.305 .024
LN_Belanja_Modal .083 .106 .062 .785 435

Sumber : data diolah, 2026
LN_PDRB= 3,134+0,683X1+0,289X2+0,156X3+0,083Z+e
PAD memiliki pengaruh paling kuat terhadap PDRB. DAU dan DAK berpengaruh
positif namun Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB setelah
mengontrol variabel pendapatan daerah

Hasil Uji Simultan F
Tabel 5. Hasil Uji Simultan F Persamaan 1

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 15.918 3 5.306 39.514 .000b
Residual 9.131 68 134
Total 25.050 71

Sumber : data diolah, 2026

Hasil uji F pada persamaan 1 menunjukkan p-value sebesar 0.000, yang lebih
kecil dari 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah, dana alokasi
umum, dan dana alokasi khusus secara bersama-sama memiliki pengaruh dan
signifikan terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota wilayah koridor jalan tol
sumatra.
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Tabel 6. Hasil Uji Simultan F Persamaan 2

Model Sum of Squares df  Mean Square F Sig.
1 Regression 37.778 4 9.444 92.633 .000b
Residual 6.831 67 .102
Total 44.609 71

Sumber : data diolah, 2026

Hasil uji F pada persamaan 2 juga menunjukkan p-value sebesar 0.000, yang
lebih kecil dari 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah, dana
alokasi umum, dana alokasi khusus dan belanja modal secara bersama-sama memiliki
pengaruh dan signifikan terhadap PDRB pada Kabupaten/Kota wilayah koridor jalan
tol sumatra.

Hasil Uji Hipotesis
Hasil Uji Parsial t
Tabel 7. Hasil Uji Parsial t Persamaan 1
Unstandardized Standardized
Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -.320 3.452 -.093 926
LN_PAD .353 .062 .513 5.665 .000
LN_DAU 527 166 317 3.168 .002
LN_DAK 115 077 125 1.499 138

Sumber : data diolah, 2026

Mengidentifikasi bahwa Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal dengan nilai masing-
masing sebesar 0,000 dan 0,002, yang berada di bawah ambang batas 0,05. Sebaliknya,
dana alokasi khusus tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal,
mengingat 0,138 > 0,05.

Tabel 8. Hasil Uji Parsial t Persamaan 2
Unstandardized Standardized

Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -1.256 3.008 -418 .678
LN_PAD .683 .066 744 10.372 .000
LN_DAU .289 .155 130 1.862 .067
LN_DAK 156 .068 127 2.305 .024
LN_Belanja_Modal .083 .106 .062 .785 435

Sumber : data diolah, 2026

Hasil analisis menunjukkan bahwa Pendapatan asli daerah dan dana alokasi
khusus memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB dengan nilai masing-
masing sebesar 0,000 dan 0,024, yang berada di bawah ambang batas 0,05. Sebaliknya,
dana alokasi umum dan belanja modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap
PDRB, mengingat masing-masing sebesar 0,067 dan 0,435 yang melebihi ambang
batas 0,05.
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Uji Koefisien Determinan Adjusted R*
Tabel 8. Hasil Uji Adjusted R*

Model R Square Adjusted R Square
Persamaan 1 .635 .619
Persamaan 2 .847 .838

Sumber : data diolah, 2026

Nilai Adjusted R Square untuk persamaan 1, sebesar 0,619 menunjukkan bahwa
(PAD,DAU dan DAK) mampu menjelaskan 61,9% variabel pada Belanja Modal
Kabupaten/kota di wilayah koridor tol Sumatra. Sisanya sebesar 38,1% dipengaruhi
oleh factor lain di luar model penelitian.

Sementara, nilai Adjusted R Square untuk persamaan 2, sebesar 0,838
menunjukkan bahwa (PAD,DAU, DAK dan Belanja Modal) mampu menjelaskan 83,8%
variabel pada PDRB Kabupaten/kota di wilayah koridor tol Sumatra. Sisanya sebesar
16,2% dipengaruhi oleh factor lain di luar model penelitian.

Uji Analisis Jalur

Analisis jalur adalah suatu bentuk lanjutan dari regresi berganda. Metode ini
melibatkan lebih dari dua variabel yang memiliki keterkaitan rumit. Sasaran
utamanya adalah untuk mengeksplorasi hubungan structural antara variabel yang
berasal dari luar dan variabel yang terpengaruh, serta untuk menilai dampak
langsung, tidak langsung dan keseluruhan dari model yang dirancang dalam studi
yang dilakukan.
Analisis Persamaan 1

Pendapatan Asli
Daerah

Xy

Dana Alokasi
Umum (X,)

Gambar 1. Hasil analisis jalur

2965



Mumtaz & Adi, (2026)

Analisis Persamaan 2

Pendapatan Asli
Daerah

Xy

0,744 £,=10.,391

Dana Alokasi
Umum

(Xz)

Dana Alokasi
Khusus

(X3)

0,130

Gambar 2. Hasil analisis jalur

Pendapatan Asli Daerah
Pengaruh langsung XI-Y = 0,744

Pengaruh tidak langsung XI-Y = 0,513 x 0,435= 0,223155

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa nilai pengaruh tidak langsung
lebih kecil dari pengaruh langsung. Sehingga , belanja modal tidak mampu memediasi
Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Bruto pada
wilayah kabupaten/kota sekitar tol Sumatra.

Dana Alokasi Umum
Pengaruh langsung X2-Y = 0,130

Pengaruh tidak langsung X2-Y = 0,317 x 0,435=0,137895

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa nilai pengaruh tidak langsung
lebih besar dari pengaruh langsung. Sehingga, belanja modal mampu memediasi Dana
Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Bruto pada wilayah
kabupaten/kota sekitar tol Sumatra. Namun, secara statistic pengaruh tersebut tidak
signifikan dikarenakan hubungan belanja modal terhadap PDRB tidak signifikan serta
didukung oleh hasil uji sobel.

Dana Alokasi Khusus
Pengaruh langsung X2-Y = 0,127

Pengaruh tidak langsung X2-Y = 0,125 x 0, 0,435=0,054375

Berdasarkan perhitungan diatas, diketahui bahwa nilai pengaruh tidak langsung
lebih kecil dari pengaruh langsung. Sehingga , belanja modal tidak mampu memediasi
Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional Bruto pada wilayah
kabupaten/kota sekitar jalan tol Sumatra.
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Uji Sobel
Tabel 9. Hasil Uji Sobel
Jalur Mediasi Z Sobel Kriteria (1,96) Keputusan
PAD-BM-PDRB 0,58345 1,96 Tidak Signifikan
DAU-BM-PDRB 0,55926 1,96 Tidak Signifikan
DAK-BM-PDRB 0,550277 1,96 Tidak Signifikan

Sumber : data diolah, 2026

Berdasarkan uji sobel Belanja Modal tidak terbukti memediasi hubungan antara
PAD,DAU dan DAK terhadap PDRB diwilayah koridor jalan tol trans Sumatra. Efek
sebagian besar bersifat langsung, terutama melalui PAD.

Pembahasan
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil wuji hipotesis, menunjukkan bahwa PAD berpengaruh
terhadap belanja modal infrastruktur jalan dan jembatan. Hal ini di tunjukkan dengan
nilai signifikan 0,000 < 0,05 yang memenuhi kriteria pengujian, sehingga hipotesis
diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD semakin besar pula
dana yang dialokasikan untuk belanja modal oleh pemerintah daerah. PAD berfungsi
sebagai tolak ukur mandiri dalam bidang fiscal, memberikan kekuasaan bagi daerah
untuk mengatur prioritas dalam pembangunan, terutama di sector infrastruktur.

Hasil ini konsisten dengan prinsip desentralisasi fiscal yang berargumen bahwa
peningkatan kemampuan keuangan suatu daerah akan mempengaruhi kemampuan
dalam hal pembiayaan untuk pembangunan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Susanto et al., (2025) serta Lawalata
(2022), yang mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki dampak
positif terhadap pengeluaran modal. Dengan demikian, Pendapatan Asli Daerah
menjadi salah satu elemen kunci dalam meningkatkan belanja infrastruktur di daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji hipotesis, menunjukkan bahwa DAU berpengaruh
terhadap belanja modal infrastruktur jalan dan jembatan. Hal ini di tunjukkan dengan
nilai signifikan 0,002 < 0,05 yang memenuhi kriteria pengujian, sehingga hipotesis
diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih
mengandalkan dana yang ditransfer dari pemerintah pusat untuk pembiayaan
pembangunan. DAU yang sifatnya sebagai block grant memberikan fleksibilitas
kepada daerah untuk mendistribusikan dana tersebut ke berbagai sector, termasuk
pengeluaran untuk investasi.

DAU dirancang untuk menjadi alat yang meratakan distribusi fiscal di antara
daerah-daerah. Namun, dalam implementasinya, DAU juga dimanfaatkan untuk
mendukung pengembangan infrastruktur.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Susanto et al., (2025) yang menyatakan
bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap belanja modal dan
mencerminkan ketergantungan fiscal daerah.
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Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap alokasi Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji hipotesis, menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh
terhadap belanja modal infrastruktur jalan dan jembatan. Hal ini di tunjukkan dengan
nilai signifikan 0,138 > 0,05 yang tidak memenuhi kriteria pengujian, sehingga
hipotesis ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DAK belum berhasil secara signifikan
meningkatkan pengeluaran modal. Hal ini disebabkan oleh batasan dalam realisasi
anggaran, kurang tepatnya sasaran program, serta masalah dalam pelaksanaan di
tingkat daerah. DAK berfungsi sebagai alat fiscal untuk mendukung pendanaan
program prioritas nasional di daerah, khususnya yang berkaitan dengan infrastruktur
fisik. Namun dalam praktiknya, keberhasilan DAK sangan tergantung pada cara
pengelolaan dan pelasanaannya,

Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Novianti et al, (2020) yang
menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun,
terdapat penelitian milik Pratiwi et al,, (2017), yang menunjukkan bahwa DAK tidak
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal, efektivitas DAK bergantung pada
implementasi di daerah.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional (PDRB)

Berdasarkan hasil uji hipotesis, menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak
berpengaruh terhadap PDR. Hal ini di tunjukkan dengan nilai signifikan 0,435 > 0,05
yang tidak memenuhi kriteria pengujian, sehingga hipotesis ditolak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal belum
mampu menghasilkan dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Salah satu
faktornya adalah time lag, di mana pembangunan infrastruktur membutuhkan waktu
sebelum mempengaruhi aktivitas ekonomi. Seberapa efektif belanja modal sangat
ditentukan oleh bagaimana baiknya perencanaan dan ketepatan dalam pengeluaran
anggaran. Jika belanja modal tidak diarahkan pada sector-sektor yang produktif atau
tidak sesuai dengan keperluan ekonomi di daerah, maka dampaknya terhadap
pertumbuhan ekonomi menjadi tidak maksimal. Hal ini menggambarkan bahwa
meskipun belanja modal meningkat dalam jumlah, belum tentu disertai dengan
perbaikan kualitas hasil ekonomi yang dihasilkan

Belanja modal adalah jenis investasi pemerintah yang seharusnya dapat
meningkatkan produktivitas serta mendukung pertumbuhan ekonomi. Namun, tidak
semua belanja modal memberikan multiplier effect yang berarti bagi perekonomian
daerah. Diakibatkan oleh rendahnya pemanfaatan infrastruktur, minimnya koneksi
antar proyek pembangunan dan sector ekonomi yang unggul, serta terjadinya
inefidiensi dalam pengelolaan anggaran.

Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Handayani et al,, (2017) dan Risman
et al, (2022), yang menyatakan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan
terhadap PDRB. Namun, terdapat penelitian milik Novianti et al, (2020), yang
menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa dampak belanja modal tidak selalu signifikan
dalam jangka pendek.
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Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Regional
(PDRB)

Berdasarkan hasil uji hipotesis, menunjukkan bahwa PAD berpengaruh
terhadap PDR. Hal ini di tunjukkan dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 yang
memenuhi kriteria pengujian, sehingga hipotesis diterima.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD memiliki dampak paling signifikan
terhadap perkembangan ekonomi. PAD mengambarkan potensi ekonomi suatu
daerah dalam memperoleh pendapatan dari sumber local.

Peningkatan PAD akan memperkuat kapasitas keuangan daerah wuntuk
mendanai pembangunan serta memberikan layanan public yang berkontribusi pada
pertumbuhan ekonomi.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Utomo et al., (2015), Rajab (2023) dan
Adhim et al,, (2024) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap
PDRB.

Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Regional (PDRB)

Berdasarkan hasil uji hipotesis, menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh
terhadap PDR. Hal ini di tunjukkan dengan nilai signifikan 0,067 > 0,05 yang tidak
memenuhi kriteria pengujian, sehingga hipotesis ditolak. Namun, DAK menunjukkan
berpengaruh terhadap PDRB dengan nilai signifikan 0,024 < 0,05 yang memenuhi
kriteria pengujian, sehingga hipotesis diterima.

Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua jenis dana transfer memberikan
efek yang serupa terhadap pertumbuhan ekonomi. DAK yang bersifat lebih efektif
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dibanding DAU. Tidak adanya pengaruh
signifikan dari DAU terhadap PDRB menunjukkan bahwa distribusi DAU belum
berfungsi untuk mendorong aktivitas ekonomi secara langsung, dikarenakan Sebagian
besar DAU digunakan untuk mendanai pengeluaran tetap, seperti gaji pegawai dan
biaya operasional pemerintah, sehingga perannya dalam sector produktif menjadi
terbatas. Selain itu, karakteristik DAU yang bersifat block grant memungkinkan
penggunaanya tidak sepenuhnya diarahkan pada pengembangan ekonomi, sehingga
efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi tidak maksimal.

Dana transfer dirancang untuk meningkatkan kapasitas pembangunan daerah
serta mengurangi ketimpangan anatar wilayah. Namun, efektivitas dana transfer
bergantung pada pola alokasi dan penggunaanya oleh pemerintah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Sinaga et al., (2020) dan Murti et al., (2023)
yang menyatakan bahwa DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap PDRB.
Namun, terhadap penelitian milik Ardiyanti & Jokolelono, (2016), yang menunjukkan
bahwa DAU tidak selalu berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Peran Belanja Modal dalam memediasi PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Regional (PDRB)

Berdasarkan hasil uji sobel, menunjukkan bahwa belanja modal tidak mampu
memediasi hubungan antara PAD terhadap PDRB dengan nilai Z sebesar 0,58345 <
1,96 dan nilai pengaruh tidak langsung sebesar 0,223155 lebih kecil dibanding
pengaruh langsung 0,744, sehingga menunjukkan bahwa PAD lebih dominan
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung.
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PAD mencerminkan sejauh mana daerah memiliki kemandirian fiscal, semakin
tinggi PAD semakin besar pula kemampuan daerah untuk menentukan prioritas
pengeluarannya. Namun, dalam praktiknya, kenaikan PAD tidak selalu sejalan dengan
perbaikan dalam kualitas pengeluaran untuk pembangunan.

Belanja modal seharusnya menjadi perantara dalam meningkatkan
pertumbuhan ekonomi. Namun dalam penelitian ini, hal tersebut tidak terjadi. Hal ini
bisa disebabkan karena alokasi PAD lebih banyak digunakan untuk belanja
operasional serta adanya time lag dalam dampak pembangunan infrastruktur. Dengan
kata lain, meskipun daerah memiliki kapasitas keuangan yang lebih besar, belum tentu
dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui
investasi public.

Selain itu, dalam struktur keuangan pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang masih bergantung pada sumber-sumber tertentu seperti pajak daerah dan
retribusi belum sepenuhnya mencerminkan aktivitas ekonomi yang efisien. Dalam
beberapa kondisi, peningkatan PAD lebih banyak didorong oleh optimalisasi
pemungutan pajak dibandingkan dengan pertumbuhan sektor riil. Kondisi tersebut
menyebabkan PAD tidak secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan
investasi maupun output ekonomi daerah. Oleh karena itu, meskipun PAD mengalami
peningkatan, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja modal
menjadi kurang signifikan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Abdillah (2015) yang menyatakan bahwa
PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB yang dimediasi oleh belanja modal.

Peran Belanja Modal dalam memediasi DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Regional (PDRB)

Berdasarkan hasil uji sobel, menunjukkan bahwa belanja modal tidak mampu
memediasi hubungan antara DAU terhadap PDRB dengan nilai Z sebesar 0,55926 <
1,96 walaupun nilai pengaruh tidak langsung sebesar 0,137895 lebih besar dibanding
pengaruh langsung 0,130, namun pengaruh tersebut tidak signifikan. Dikarenakan
hubungan belanja modal terhadap PDRB tidak signifikan serta didukung oleh uji sobel.

Kegagalan dalam mediasi ini menunjukkan bahwa cara pengalihan DAU ke
pertumbuhan ekonomi tidak terlaksana melalui investasi publik, melainkan lebih
dominan lewat jalur konsumsi oleh pemerintah. DAU yang bersifat block grant
memberikan keleluasaan yang tinggi bagi pemerintah daerah, tetapi dalam
penerapannya cenderung digunakan untuk mendanai pengeluaran rutin daripada
untuk belanja yang produktif. Keadaan ini mencerminkan adanya fenomena ilusi
fiscal, di mana peningkatan dana transfer tidak disertai dengan peningkatan mutu
belanja pembangunan. Akibatnya, meskipun kemampuan fiscal daerah mengalami
kenaikan, hal ini tidak secara efisiensi diubah menjadi belanja modal yang dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kurang signifikannya peran belanja modal dalam model ini juga menunjukkan
bahwa efektivitas dari belanja pemerintah daerah masih terhambat oleh masalah
structural, seperti rendahnya kualitas perencanaan, keterlambatan dalam pelaksaan
anggaran, serta kurangnya keterpaduan antara pengembangan infrastruktur dan
kebutuhan sector ekonomi local.

Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Maheni et al, (2021) yang
menyatakan bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap PDRB yang dimediasi oleh
belanja modal. Namun, terhadap penelitian milik Sundoro et al, (2021), yang
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menunjukkan bahwa DAU tidak berpengaruh signifikan terhadap PDRB yang
dimediasi oleh belanja modal.

Peran Belanja Modal dalam memediasi DAK terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Regional (PDRB)

Berdasarkan hasil uji sobel, menunjukkan bahwa belanja modal tidak mampu
memediasi hubungan antara DAK terhadap PDRB dengan nilai Z sebesar 0,550277 <
1,96 dan nilai pengaruh tidak langsung sebesar 0,054375 lebih kecil dibanding
pengaruh langsung 0,127, sehingga menunjukkan bahwa DAK lebih dominan
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara langsung.

DAK seharusnya terhubung erat dengan belanja modal karena ditujukan untuk
kegiatan fisik dan pengembangan infrastruktur. Namun, hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa DAK belum berhasil memberikan output ekonomi yang berarti.
Ini menunjukkan adanya jurang antara anggaran yang dialokasikan dan dampak
ekonomi yang ditimbulkan. Salah satu factor utama adalah sifat penggunaan DAK yang
terlalu spesifik dan terpisah, sehingga pengaruhnya terhadap ekonomi daerah
menjadi terbatas dan tidak menyeluruh. Proyek-proyek yang didanai melalui DAK
seringkali berlangsung dalam skala kecil dan tidak langsung berfokus pada
peningkatan produktivitas ekonomi local.

Tidak signifikan belanja modal terhadap PDRB juga mengindikasikan bahwa
penggunaan yang dilaksanakan belum sepenuhnya dapat memberikan efek
penggandamterhadap aktivitas ekonomi masyarakat, hal ini bisa disebabkan oleh
rendahnya tingkat pemanfaatan infrastruktur, kurangnya koneksi antara sector, serta
dukungan yang belum maksimal untuk sector-sektor unggulan di daerah.

Temuan ini tidak sejalan dengan penelitian Yudha et al, (2020) yang
menyatakan bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap PDRB yang dimediasi oleh
belanja modal. Namun, terhadap penelitian milik Maheni et al, (2021), yang
menunjukkan bahwa DAK kurang dioptimalkan untuk berbagai aktivitas pada sector-
sektor yang berkaitan pada pertumbuhan ekonomi.

5. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan.
Terhadap PDRB, PAD dan DAK berpengaruh positif dan signifikan, sementara DAU dan
Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan. Selain itu, Belanja Modal tidak mampu
memediasi pengaruh PAD, DAU, maupun DAK terhadap PDRB. Penelitian ini memiliki
keterbatasan pada jumlah variabel yang digunakan, periode penelitian yang relatif
singkat, serta ketergantungan pada data sekunder. Oleh karena itu, penelitian
selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti investasi, tenaga
kerja, dan kemiskinan, memperpanjang periode serta memperluas wilayah penelitian,
serta menggunakan metode analisis yang lebih kompleks agar hasil yang diperoleh
lebih komprehensif.
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